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ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
pembatalan adalah suatu proses, cara, perbuatan membatalkan atau suatu pernyataan
batal. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah : Yang menjadi
faktor penyebab terjadinya pembatalan akta oleh notaris 2, bagaimana tanggung
jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ?

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, penelitian
yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan akia notaris
dapat dibatalkan oleh Undang-Undang yaitu ketika notaris terbukti melakukan
pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum.Tanggung jawab notaris terhadap akta
yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan notaris telah memenuhi
syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atas
batalnya akta.

Simpulan, perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh notaris dapat
diminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan
atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris.bila notaris telah
memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung
Jawab atau tidak dibebankan atas batalnya akta.

Saran, sebaiknya untuk para pihak penghadap hendaknya memberikan
keterangan yang jujur kepada notaris supaya akta tersebut bisa di pertanggung
Jawabkan dan tidak merugikan pihak lain yang menyebakandibatalnya akta. Dan
notaris harusnya memberikan penyuluhan hukum tentang akibat hukum yang akan
terjadi dalam pembuatan akta kepada para pihak, sehingga apa yang sebenarnya
menjadi keinginan dari para pihak dapat terwujud sesuai dengan keinginan para
pihak.

KataKunci:Notaris,Pembatalan,Akta
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BAB v
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan - dengan pembahasan Pada  permasalahan, dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut :

misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari notaris bagi salah satu
pihak untuk menandatangani akta, tidak membacakan akta dj hadapan para pihak
dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh notaris, Apabila terbukti
maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan
atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris,

2. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah apabila terbukti
maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan
atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris. Terhadap akta
yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan notaris telah
memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung
jawab atau tidak dapat dibebankan atas batalnya akta. Notaris tidak bertanggung
jawab untuk mengganti kerugian kepada para pihak yang bersangkutan. Notaris

Juga tidak dibebankan untuk mengembalikan ke posisi semula.
B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

™ o1 Wil
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